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BAB V 
PENUTUP 
5.1. Kesimpulan 
Hasil evaluasi penatausahaan aset tetap pada Pemerintah Kota Batam 
diperoleh tingkat kesesuaian sebesar 71,84%. Ini menggambarkan bahwa 
penatausahaan aset tetap yang sudah dilakukan oleh Pemerintah Kota Batam telah 
sesuai dengan Permendagri Nomor 17 Tahun 2007. Hasil evaluasi penatausahaan 
aset tetap Pemerintah Kota batam dapat dilihat pada tabel berikut ini: 
Tabel 5.1 
Hasil Evaluasi Penatausahaan Aset Tetap 
No. Objek Yang Dievaluasi Persentase Kesesuaian Tingkat Kesesuaian 
1. Pembukuan 85,71 % Sangat Sesuai 
2. Inventarisasi 86,95 % Sangat Sesuai 
3. Pelaporan 42,85 % Cukup Sesuai 
 Rata-Rata 71,84 % Sesuai 
Sumber: Pengolahan Data 
 Hasil ini menjelaskan bahwa pelaksanaan penatausahaan aset tetap pada 
Pemerintah Kota Batam memenuhi kriteria sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 17 Tahun 2007. Definisi penatausaahan menurut Peraturan 
Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 adalah rangkaian kegiatan yang meliputi 
pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan BMD sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. Dari definisi tersebut, penilaian evaluasi dilakukan pada 
masing-masing kegiatan.  
 Penilaian evaluasi kegiatan pembukuan didapat persentase kesesuaian 
sebesar 85,71%, sehingga pelaksanaan kegiatan pembukuan yang dilakukan oleh 
Pemerintah Kota Batam dianggap sangat sesuai dengan Permendagri Nomor 17 
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Tahun 2007. Untuk kegiatan inventarisasi, persentase kesesuaian sebesar 86,95% 
yang berarti pelaksanaan kegiatan inventarisasi sudah sangat sesuai dengan 
ketentuan yang ditetapkan oleh Permendagri Nomor 17 Tahun 2007. Hasil evaluasi 
kegiatan pelaporan memperoleh persentase kesesuaian sebesar 42,85%, yang 
berarti kegiatan pelaporan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Batam dinilai 
cukup sesuai dengan Permendagri Nomor 17 Tahun 2007.  
 Persentase tingkat kesesuaian penatausahaan aset tetap Pemerintah Kota 
Batam sebesar 71,84% merupakan rata-rata tingkat kesesuaian dari kegiatan 
pembukuan 85,71%, kegiatan inventarisasi 86,95%, dan kegiatan pelaporan 
42,85%. Dari evaluasi tersebut dapat dilihat bahwa inventarisasi dalam 
penatausahaan aset tetap Pemerintah Kota Batam merupakan yang paling baik 
pelaksanaannya sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dalam Permendagri Nomor 
17 Tahun 2007. Pemerintah Kota Batam masih harus memperbaiki pelaksanaan 
pelaporannya sebagai bagian dari penatausahaan aset tetap, karena berdasarkan 
hasil evaluasi, pelaporan merupakan kegiatan penatausahaan yang paling kecil 
tingkat kesesuaiannya dengan kriteria yang ditetapkan dalam Permendagri Nomor 
17 Tahun 2007. 
Kendala-kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Kota Batam dalam 
pelaksanaan penatausahaan aset tetap adalah sumber daya manusia yang kurang 
kompeten dan tidak memiliki etos kerja yang baik, data pendukung aset tetap yang 
sangat terbatas, kompensasi kepada pengurus barang masih minim, komitmen 
pimpinan dan pihak terkait mengenai aset yang masih rendah, dan sistem 
manajemen aset daerah yang belum beroperasi secara maksimal. 
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5.2. Keterbatasan Penelitian 
Keterbatasan dalam penelitian ini adalah dalam memaparkan hasil evaluasi 
penelitian berupa nilai rata-rata tingkat kesesuaian penatausahaan aset tetap 
Pemerintah Kota Batam, penulis tidak menetapkan bobot untuk masing-masing 
kegiatan penatausahaan. Pada penelitian ini kegiatan pembukuan, inventarisasi, dan 
pelaporan dipersentasekan dengan bobot kepentingan yang sama dalam 
penatausahaan aset tetap Pemerintah Kota Batam.  
5.3. Saran 
Dari hasil evaluasi dan wawancara penelitian, untuk penatausahaan aset 
tetap yang lebih baik dan lebih optimal, peniliti memberikan rekomendasi sebagai 
berikut: 
1. Memberikan pendidikan dan pelatihan mengenai pengelolaan aset kepada 
pihak-pihak yang terlibat langsung dalam kegiatan penatausahaan aset, 
sehingga kompetensinya mengenai pengelolaan aset dapat terus ditingkatkan. 
Kemudian membuat kebijakan untuk pihak-pihak yang telah mendapat 
pendidikan dan pelatihan mengenai pengelolaan aset untuk tidak 
dipindahtugaskan ke unit lain, agar kompetensi yang didapat dari pendidikan 
dan pelatihan tersebut dapat terus dimanfaatkan untuk pengelolaan aset, 
sehingga pengelolaan aset pada Pemerintah Kota Batam diisi oleh pegawai-
pegawai yang berkompeten dibidang pengelolaan aset. Kebijakan serta 
peraturan juga dibuat dalam rangka peningkatan etos kerja sehingga 
berdampak pada peningkatan kinerja dan disiplin pegawai.  
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2. Pemerintah Kota Batam perlu melakukan inventarisasi kembali yang lebih 
rinci untuk melengkapi data aset tetap yang masih kurang lengkap dan 
berkoordinasi lebih intensif dengan berbagai pihak agar didapat data-data 
tambahan mengenai aset tetap yang masih kurang lengkap data pendukungnya. 
3. Diperlukan skema penetapkan honor kepada pengurus barang yang lebih adil 
sesuai dengan beban kerja yang diberikan pada masing-masing SKPD. Besaran 
honornya perlu ditingkatkan agar menjadi motivasi kepada pengurus barang 
untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya dengan lebih baik lagi sehingga 
penatausahaan aset tetap Pemerintah Kota Batam juga menjadi lebih baik 
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
4. Dibutuhkan komitmen semua pihak terutama pimpinan masing-masing SKPD, 
agar koordinasi antar pihak yang terlibat dapat lebih lancar sehingga 
pelaksanaan penatausahaan aset tetap bisa dilakukan lebih optimal. 
5. Pemerintah Kota Batam perlu melakukan pembaharuan terhadap sistem 
dengan versi terbaru dan melakukan bimbingan teknis mengenai penggunaan 
aplikasi tersebut dengan pihak developer, sehingga diharapkan kendala-
kendala yang dihadapi pada sistem tersebut dapat dicarikan solusi terbaiknya. 
 
 
 
 
 
 
 
 
